
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN KEPULAUAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

` `

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah yang pelakasanaannya didasarkan pada

prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi

daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah telah

diberikan perluasan objek pajak daerah serta diberikan diskresi

kewenangan dalam penetapan tarif pajak daerah dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian

daerah;

c. bahwa Peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan

di bidang Perpajakan Daerah yang ada dipandang sudah tidak

sesuai dan kurang mengakomodasi perkembangan, karena itu

perlu disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang baru

tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang

Pajak Daerah;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negera Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak

dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 26), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan

minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

sebesar 3 % (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut dalam wilayah daerah.

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 25%

(dua puluh Lima  persen) untuk dialokasikan penyediaan Penerangan

Jalan

(3) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan

kelender.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan.

Ditetapkan di  Pangkajene
Pada tanggal, 1 September 2015

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ANWAR RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

NOMOR 14

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.14.16 TAHUN 2016


